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A. Kesimpulan 

BAB III  

PENUTUP 

1. Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki tanggung jawab hukum yang jelas 

dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah (Perda) No. 6 

Tahun 2023. Tanggung jawab ini mencakup penyusunan kebijakan, 

penyediaan infrastruktur, edukasi masyarakat, serta pengawasan dan 

penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Pemerintah telah 

menyediakan berbagai fasilitas seperti TPS, TPST, dan TPA untuk 

mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta 

menjalankan program edukasi yang berfokus pada konsep 3R (Reduce, 

Reuse, Recycle). 

2. Meskipun kerangka hukum telah memadai, efektivitas pengelolaan sampah 

masih menghadapi kendala sosial dan teknis, seperti rendahnya kesadaran 

masyarakat, keterbatasan anggaran, dan kualitas sumber daya manusia. 

Pemerintah lebih memilih pendekatan persuasif dalam menangani 

pelanggaran, meskipun sanksi administratif telah diatur dalam Perda. 

Upaya ini bertujuan mengedepankan edukasi dan kolaborasi daripada 

penalti yang bersifat represif, dengan harapan peningkatan pengawasan, 

fasilitas, dan partisipasi masyarakat serta sektor swasta dapat membuat 
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sistem pengelolaan sampah lebih efisien, ramah lingkungan, dan 

berkelanjutan. 

3. Untuk mengatasi kendala pengelolaan sampah dan meningkatkan kualitas 

lingkungan, Pemerintah Kabupaten Sleman telah membangun infrastruktur 

modern seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), memperkuat 

sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah dengan menambah 

armada, serta melibatkan masyarakat melalui pengelolaan berbasis 

komunitas. Selain itu, pemerintah aktif meningkatkan kesadaran 

masyarakat melalui kampanye edukasi di sekolah, kampung tematik, dan 

media sosial. Pemerintah juga menjalin kolaborasi dengan sektor swasta 

dan lembaga internasional untuk mengadopsi teknologi pengelolaan 

sampah serta memperkuat penegakan hukum dengan sanksi tegas sesuai 

Perda Nomor 6 Tahun 2023. 

B. Saran 

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Sleman diharapkan untuk memperkuat 

pendekatan berbasis teknologi dalam pengelolaan sampah, khususnya 

dengan menerapkan sistem digital untuk memonitor pengangkutan sampah 

secara lebih efisien. Selain itu, perlu mendorong pengembangan fasilitas 

pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan seperti waste-to- 

energy dan pengolahan kompos guna menciptakan pengelolaan sampah 

yang tidak hanya efisien tetapi juga memberikan nilai tambah seperti energi 

terbarukan dan produk pertanian. 
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2. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman diharapkan untuk 

meningkatkan intensitas dan cakupan program pelatihan di tingkat 

komunitas dan sekolah terkait pentingnya pengelolaan sampah yang baik. 

Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis seperti cara memilah sampah 

dari sumbernya serta manfaat ekonomi dan lingkungan yang dapat 

diperoleh. Dengan program pelatihan yang lebih terarah, masyarakat 

diharapkan dapat lebih aktif terlibat dalam pengelolaan sampah sehingga 

dapat membangun budaya menjaga kebersihan lingkungan secara kolektif 

dan berkelanjutan. 

3. Kepada Penegak Hukum dan Aparat Pemerintah Kabupaten Sleman 

dianjurkan untuk meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap 

pelanggaran terkait pengelolaan sampah. Selain pendekatan persuasif yang 

telah dilakukan, penerapan sanksi administratif yang lebih tegas dan 

konsisten perlu dijalankan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar. 

Dengan penegakan hukum yang tegas, aturan yang ada dapat 

diimplementasikan secara optimal dan mendukung keberlanjutan 

pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kolaborasi 

yang baik antara aparat pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga 

akan membantu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih 

efektif. 
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